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ABSTRACT

The Complete Systematic Land Registration (PTSL) Program is a
government program aimed at providing legal certainty of land ownership through
accelerated land registration. The implementation of the 2025 budget efficiency
policy requires optimal budget management in program implementation.
Geographical and accessibility conditions in Malaka Regency present challenges
to PTSL implementation. This study aims to analyze the relationship between
budget efficiency and the effectiveness of the PTSL Program and to examine its
implementation before and after the implementation of the budget efficiency policy
at the Land Office of Malaka Regency.

This study employed a mixed methods approach with a sequential
explanatory design. Quantitative data were collected through questionnaires
distributed to 40 respondents using saturated sampling and analyzed using validity,
reliability, normality, Pearson Product Moment correlation, and hypothesis testing.
Qualitative data were obtained through interviews and documentation to further
explain the quantitative findings and examine PTSL implementation before and
after the budget efficiency policy.

The results showed a positive and significant relationship between budget
efficiency and PTSL effectiveness, with a correlation coefficient of 0.573 and a
significance value of < 0.001. The relationship was moderate and positive,
indicating that increased budget efficiency tended to be accompanied by increased
PTSL effectiveness. Qualitative findings showed that proper budget management,
coordination among staff, and community participation supported the effective
implementation of PTSL after the budget efficiency policy was implemented.

Keywords: Budget efficiency, effectiveness, Complete Systematic Land Registration
(PTSL).
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat,
baik sebagai aset sosial yang menjaga keterikatan antarwarga maupun sebagai
aset ekonomi yang berfungsi sebagai modal pembangunan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, belum adanya kepastian
hukum atas kepemilikan tanah kerap menimbulkan sengketa dan konflik
pertanahan, termasuk yang melibatkan antarinstansi. Prosedur birokrasi yang
berbelit, lamanya proses penerbitan sertifikat, serta lokasi layanan yang sulit
dijangkau menyebabkan rendahnya minat masyarakat untuk mendaftarkan
tanahnya secara legal. Kondisi tersebut mengakibatkan masih banyak bidang
tanah yang hanya memiliki bukti sporadik yang belum memberikan kekuatan
hukum sebagai tanda kepemilikan. Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN,
tingginya jumlah sengketa tanah menunjukkan bahwa penerbitan sertifikat
hak atas tanah (SHM) sangat diperlukan sebagai jaminan kepastian hukum
(Lette, 2025).

Menurut laporan detikFinance (2025) Kementerian ATR/BPN mencatat
6.015 kasus sengketa tanah dalam satu tahun terakhir (hingga Oktober 2025),
dengan 3.019 kasus berhasil diselesaikan atau sekitar 50%. Hingga
September 2025, jumlah kasus yang ditangani mencapai 3.260 kasus. Hal ini
menunjukkan bahwa tingginya jumlah sengketa tanah di Indonesia perlu
ditangani melalui kepastian hukum dan kepemilikan hak atas tanah yang
jelas.

Kepemilikan tanah yang sah dan jelas merupakan salah satu unsur penting
dalam mendukung perkembangan ekonomi dan sosial di Indonesia. Sebagai
negara yang berbasis agraris, tanah memiliki posisi strategis bagi masyarakat,
baik sebagai sumber penghidupan, tempat bermukim, maupun sebagai sarana

investasi. Namun demikian, berbagai persoalan agraria seperti ketidakpastian



status hak atas tanah, sengketa pertanahan, serta lemahnya kepastian hukum
masih sering ditemukan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah
melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) menetapkan kebijakan Program
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Kantor Pertanahan merupakan instansi vertikal di bawah Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang
memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan
pada tingkat kabupaten/kota. Kantor Pertanahan memiliki peran strategis
dalam penyelenggaraan pelayanan pertanahan, termasuk pendaftaran tanah,
pengukuran dan pemetaan, penetapan hak atas tanah, serta penerbitan
sertipikat sebagai bukti legalitas kepemilikan tanah. Dalam pelaksanaan
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Kantor Pertanahan
berperan sebagai pelaksana utama yang bertanggung jawab dalam seluruh
tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, sosialisasi, pengumpulan data fisik
dan yuridis, hingga penerbitan sertipikat tanah. Selain itu, Kantor Pertanahan
juga berperan dalam memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, baik dari sisi administrasi maupun
penggunaan anggaran.

Di Kabupaten Malaka, Kantor Pertanahan memiliki peran penting dalam
mendukung keberhasilan pelaksanaan PTSL, khususnya dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat terkait kepastian hukum atas tanah. Dengan
kondisi wilayah yang memiliki tantangan geografis dan aksesibilitas, Kantor
Pertanahan dituntut untuk mampu mengelola sumber daya dan anggaran
secara efektif dan efisien agar target program dapat tercapai. Oleh karena itu,
kinerja Kantor Pertanahan menjadi salah satu faktor kunci dalam menentukan
keberhasilan pelaksanaan PTSL di daerah tersebut.

Pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo
Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menetapkan
kebijakan baru, salah satunya terkait efisiensi pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) pada tahun anggaran 2025. Kebijakan ini diarahkan



untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penggunaan anggaran
negara agar alokasi dana dapat difokuskan secara lebih tepat pada program-
program prioritas pemerintah. Penerapan efisiensi anggaran juga menjadi
bagian dari upaya penghematan guna membuka ruang pembiayaan bagi
program strategis lainnya. Ketentuan mengenai kebijakan tersebut diatur
dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja
dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rizky, 2025).

Efisiensi anggaran menuntut penggunaan sumber daya yang lebih optimal
dengan biaya yang lebih rendah. Di sisi lain, pelaksanaan PTSL memerlukan
dukungan anggaran yang memadai untuk menjangkau wilayah yang luas,
kondisi geografis yang sulit, serta kebutuhan operasional di lapangan.
Kondisi ini menimbulkan potensi kesenjangan antara upaya -efisiensi
anggaran dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan program.

Pemilihan Kantor Pertanahan Kabupaten Malaka sebagai lokasi penelitian
dikarenakan Kantor Pertanahan Kabupaten Malaka masih aktif melaksanakan
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan mendapatkan alokasi
anggaran dari pemerintah, sehingga relevan untuk mengkaji hubungan antara
efisiensi anggaran dan efektivitas pelaksanaan program.

Petugas pelaksana PTSL harus menjangkau lokasi-lokasi yang berjauhan,
sehingga membutuhkan perencanaan anggaran yang matang agar tetap
efisien. Dari sisi sosial, sebagian masyarakat masih memiliki tingkat
pemahaman yang beragam terkait pentingnya pendaftaran tanah. Apabila
pengelolaan anggaran tidak dilakukan secara efisien, maka pelaksanaan PTSL
dapat mengalami hambatan berupa keterlambatan penyelesaian sertifikat,
tidak tercapainya target bidang tanah, serta menurunnya kualitas pelayanan
kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dilakukan penelitian yang
mengkaji hubungan antara efisiensi anggaran dan efektivitas pelaksanaan
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor
Pertanahan Kabupaten Malaka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

gambaran objektif mengenai sejauh mana hubungan antara efisiensi anggaran



dengan efektivitas pelaksanaan program, serta menjadi dasar rekomendasi
bagi peningkatan kinerja dan pengelolaan anggaran PTSL di masa

mendatang.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan
penelitian yang dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara efisiensi anggaran
terhadap efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di
Kantor Pertanahan Kabupaten Malaka?
2. Bagaimana pelaksanaan Program PTSL sebelum dan setelah

diterapkannya kebijakan efisiensi anggaran?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk menganalisis hubungan yang signifikan antara efisiensi anggaran
terhadap efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di
Kantor Pertanahan Kabupaten malaka.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Program Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebelum dan setelah diterapkannya

kebijakan efisiensi anggaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Malaka.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang administrasi
pertanahan dan manajemen keuangan publik, dengan menambah bukti
empiris mengenai hubungan antara efisiensi anggaran dan efektivitas
pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Instansi Pelaksana (BPN/Kantor Pertanahan)



Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi
dalam pengelolaan anggaran Program PTSL agar pelaksanaannya
lebih efisien dan efektif.

b. Bagi Pemerintah Daerah dan Pengambil Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan
dalam perencanaan, pengalokasian, dan pengendalian anggaran
PTSL, khususnya dalam mendukung kebijakan efisiensi anggaran
pemerintah.

c. Bagi Masyarakat

Secara tidak langsung, penelitian ini diharapkan dapat
mendorong peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran tanah
sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum atas hak

tanahnya.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan rujukan
bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian
terkait efisiensi anggaran, efektivitas program pemerintah, dan Program

PTSL.

E. Batasan Penelitian

1.

Penelitian hanya dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Malaka,
sehingga hasil penelitian terbatas pada karakteristik lokasi penelitian dan
belum dapat digeneralisasikan secara luas.

Penelitian ini hanya mengkaji hubungan antara efisiensi anggaran dengan
efektivitas Program PTSL, sehingga masih terdapat faktor-faktor lain di

luar penelitian yang mungkin berhubungan dengan efektivitas program.



BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang
positif dan signifikan antara efisiensi anggaran dengan efektivitas Program
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten
Malaka. Hal tersebut dibuktikan melalui hasil uji korelasi Pearson Product
Moment yang memperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,573 dengan
nilai signifikansi <0,001 (<0,05). Nilai koefisien korelasi tersebut
menunjukkan tingkat hubungan sedang dengan arah hubungan positif.
Hubungan sedang berarti efisiensi anggaran memiliki keterkaitan yang
cukup berarti dengan efektivitas Program PTSL. Artinya, semakin baik
efisiensi anggaran, maka cenderung diikuti dengan meningkatnya
efektivitas pelaksanaan PTSL. Namun, hubungan tersebut belum termasuk
kuat, sehingga efektivitas PTSL tidak hanya berkaitan dengan efisiensi
anggaran, tetapi masih terdapat faktor-faktor lain di luar variabel yang saya
teliti

Hasil analisis kuantitatif tersebut didukung oleh hasil wawancara dan
analisis dokumen yang menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah
disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap tahapan pelaksanaan Program
PTSL, mulai dari penyuluhan, pengumpulan data fisik dan yuridis,
pengukuran bidang tanah, hingga penerbitan sertipikat. Pengelolaan
anggaran yang tepat guna, disertai koordinasi yang baik antarpegawai,
dukungan pemerintah desa, serta partisipasi masyarakat, mampu
mendukung kelancaran pelaksanaan program sehingga target yang telah
ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efisiensi anggaran
memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan efektivitas
pelaksanaan Program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Malaka.
Semakin baik pengelolaan dan pemanfaatan anggaran, maka semakin tinggi

pula efektivitas pelaksanaan Program PTSL.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Kantor Pertanahan Kabupaten Malaka
diharapkan dapat terus meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran
melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran yang optimal
agar efektivitas Program PTSL dapat terus ditingkatkan. Selain itu,
koordinasi antarpegawai, kerja sama dengan pemerintah desa, serta
partisipasi masyarakat perlu terus diperkuat guna mendukung kelancaran
pelaksanaan Program PTSL. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk
mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain yang
berkaitan dengan efektivitas Program PTSL atau melakukan penelitian pada

lokasi yang berbeda agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif.
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